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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah penyusun uraikan pada bab-bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif sama-sama melarang 

adanya perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian serta 

pembunuhan dan telah mengatur keduanya dengan memberikan ancaman 

hukuman tertentu. Kedua sistem tersebut juga pada dasarnya sama dalam 

merumuskan delik penganiayaan yang menyebabkan kematian. Penganiayaan 

merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit terhadap orang 

lain dan melawan hukum. 

2. Dalam hukum Islam ada beberapa macam jenis hukuman yaitu, qisas, diyat, 

ta’zir, penghalangan pelaku dari mendapat wasiat dan warisan, serta adanya 

kifarah. Sedang dalam hukum pidana positif sanksi terhadap pelaku 

penganiayaan ada dua macam, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Selain 

itu juga dapat disertai pidana tambahan yang berupa pencabutan hak-hak 

tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. 
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B. Saran-saran 

1. Delik penganiayaan serta delik pembunuhan merupakan dua buah perbuatan 

yang sangat membahayakan bagi kesalamatan jiwa dan raga manusia serta 

dapat mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu 

sangat diharapkan bagi aparatur hukum untuk selau siap siaga dalam 

menghadapi segala bentuk kejahatan dan mampu bertindak tegas terhadap 

para pelaku kejahatan dengan memberikan pidana kepada mereka sesuai 

dengan undang-undang yang ada dan sesuai dengan apa yang telah mereka 

perbuat tanpa pandang bulu. Selain itu perlu adanya peran aktif dari 

masyarakat dalam menciptakan keamanan dan kedamaian masyarakat, 

sehingga supremasi hukum di negara ini dapat ditegakkan dan dirasakan oleh 

seluruh lapisan masyarakat. 

2. Indonesia merupakan negara yang besar dan sebagian besar penduduknya 

beragama Islam, akan tetapi hukum pidana yang masih diberlakukan adalah 

hukum pidana yang merupakan peninggalan Kolonial Belanda. Untuk itu, 

perlu adanya sebuah pembaharuan serta pembinaan hukum Nasional, sehingga 

diharapkan adanya transformasi hukum pidana Islam atau setidak-tidaknya 

memberi nafas terhadap pemberlakuan hukum nasional. Selain itu para pakar 

hukum Islam dapat memberikan informasi mengenai hukum Islam tersebut 

sehingga dapat diterima dengan baik di masyarakat untuk mewujudkan 

ketentraman dan kedamaian masyarakat yang diberkati oleh Allah SWT. 

 


